ABSTRAK PERATURAN
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA — WAIJIB PAJAK — TATA CARA PELAKSANAAN

2021
PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.03/2021 TANGGAL 22 DESEMBER 2021 (BN TAHUN 2021 NO. 1400)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

ABSTRAK : - Bahwa untuk memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak mengungkapkan kewajiban
perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak
penghasilan berdasarkan pengungkapan harta, dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 6 ayat (7), Pasal 7 ayat (5), Pasal 10 ayat (8), dan Pasal 12 ayat (5) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Program
Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN
No. 4916), UU 11 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 131, TLN No. 5899), UU 7 Tahun
2021 (LN Tahun 2021 No. 246, TLN No. 6736), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020
No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Wajib Pajak dapat mengungkapkan Harta bersih yang belum atau kurang diungkapkan
dalam Surat Pernyataan sepanjang Direktur Jenderal Pajak belum menemukan data
dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak
yang telah mendapatkan pengampunan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Pengampunan Pajak. Harta bersih merupakan nilai Harta dikurangi nilai Utang
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak. Harta merupakan
Harta yang diperoleh Wajib Pajak sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan tanggal
31 Desember 2015. Harta bersih dianggap sebagai tambahan penghasilan dan dikenai
Pajak Penghasilan yang bersifat final. Pajak Penghasilan yang bersifat final dihitung
dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Wajib Pajak yang
mengungkapkan Harta bersih tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pengampunan Pajak. Terhadap Wajib Pajak
orang pribadi yang mengungkapkan Harta bersih, tidak diterbitkan ketetapan pajak
atas kewajiban perpajakan untuk Tahun Pajak 2016, Tahun Pajak 2017, Tahun Pajak
2018, Tahun Pajak 2019, dan Tahun Pajak 2020, kecuali ditemukan data dan/atau
informasi lain mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam SPPH. Data
dan informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh
Kementerian Keuangan atau pihak lain, tidak dapat dijadikan sebagai dasar
penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak. Menteri
dapat menyelenggarakan manajemen data dan informasi dalam rangka pelaksanaan
program pengungkapan sukarela.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2021 dan diundangkan
pada tanggal 23 Desember 2021.

- Lampiran: halaman 38-178.



